KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/DJU/SK/HM.02.3/2/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP)

PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang

Mengingat

. bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk
memenuhi kebutuhan manajemen perkara di lingkungan
peradilan harus diimplementasikan secara tepat dan

berkelanjutan;

. bahwa untuk mengimplementasikan Aplikasi Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara tepat dan
berkelanjutan perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) Pengadilan
Tingkat Banding;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum;

4. Peraturan...



Menetapkan

. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018

tentang Administrasi Pekara di Pengadilan Secara

Elektronik;

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-

144 /KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman  Pelayanan

Informasi di Pengadilan;

. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 3/DJU/HMO02.3/6/2014 tentang Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan

Peradilan Umum,;

. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 353/DJU/HMO02.3/3/2015 tentang Prosedur
Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan
Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan

Umum;

. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 2018 tentang Administrasi Pekara di Pengadilan

Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI
PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) PENGADILAN
TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

KESATU...



KESATU

KEDUA

Membentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran
Perkara pada Pengadilan Tinggi - Pengadilan Tinggi,

sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Pengadilan Tinggi mempunyai tugas:

1. Memfasilitasi kebutuhan yang terkait dengan kegiatan
Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Pengadilan Tingkat Banding;

2. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

3. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP);

4. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan
teknis dalam  implementasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP);

5. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap
implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP);

6. Melakukan rapat koordinasi Satgas SIPP Pengadilan
Tingkat Banding minimal 1 kali dalam setahun.

7. Membuat laporan implementasi, permasalahan dan
tindak lanjut penyelesaian permasalahan Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam)
bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum.

8. Melakukan koordinasi dengan Satgas Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) Badan Peradilan Umum.

9. Memonitor kesiapan Pengadilan Negeri untuk penerapan

register elektronik;

KETIGA...



KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2020

DIB.EKTUR JENDERAL

K "4,,,“&" HARYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1.

0 N o g sk 0D

YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ;

YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia,;

Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;

Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;

Ketua Pengadilan di seluruh Indonesia.



LAMPIRAN KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 70/DJU/SK/HM.02.3/2/2020
TANGGAL : 24 Februari 2020

DAFTAR NAMA

SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
PENGADILAN TINGGI

(SATGAS SIPP PT)

NO. NAMA NIP WILAYAH
(1) (2) 3) (5)
1. SUYADI, SH 196106151986121002
Pengadilan Tinggi Banda
Aceh
2. |7 SAMSUL BAHRL S 198807252015031003
om
H. AROZIDUHU
3. WARUWU, SH.MH 196201171988031004
Pengadilan Tinggi Medan
ANDRI PRAMONO,
4. S.KOM, M.Si 198001202005011003
5. EDY SUBROTO, SH., MH. 19580781985121001
Pengadilan Tinggi Padang
6. | MAI FITRI YADI, A.Md 198805192011011005
7. | MADE SUTRISNA, SH., 196109221988031001
MHum.
Pengadilan Tinggi Pekanbaru
8. | ROBY HIDAYAT, S.T 198412042009041005
9. | ARNELLIA, SH., MH. 195703291985122001
Pengadilan Tinggi Jambi
10. | RIRLINDRIATI PURBA, 199006172015032002
S.Kom
11. II\{,I%SNAWI MUKHLIS, SH., | 195703021985121001
Pengadilan Tinggi Palembang
12. | ASMAWATI, S. Kom. 198410112011012009
13. | WINARTO, SH. 196003251986121001
Pengadilan Tinggi Bengkulu
14. | ENDANG WIJAYA 198005092012121001




15. | SUPRABOWO, SH., MH. 195905151985031005
Pengadilan Tinggi Tanjung
Karang
16. | [SNANI KURNIA PUTRI, 109108202015032004
A.Md
17. | oON TARIGAN,SH., | 146001181985031006
) Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung
18. | IRHANSYAH, S.Kom 198004172009121003
19. | HARYONO, SH., MH. 196008181985121001
Pengadilan Tinggi Jakarta
20. DESTIAN BIMANTORO, 198512132011011007
S.Kom
21. { AGUS HARYADI, SH., MH. 195808161985031 001
Pengadilan Tinggi Bandung
22. | SIDIK NUGRAHA, S.Kom 198604102009121002
23. I%I?_INTUN SIMAMORA,SH., 195707091985031002
Pengadilan Tinggi Semarang
24, | TEGUH WIYONO, A.Md 198706302009121004
25. mf APEN RAFAEL, SH., 195709011985031005
Pengadilan Tinggi Yogyakarta
26. | ERWAN HERMAWAN, 198504 162009041002
S.Kom
27. | KAREL TUPPU, SH., MH 195904071985031005
Pengadilan Tinggi Surabaya
og. | WAHYU WIDI AGUNG, 108607232009121004
S.Kom.
ALBERT MONANG
29. SIRINGORINGO, SH., MH. 195809111985031004
Pengadilan Tinggi Banten
30. | SATRIA ARI WIBOWO, 108810012009041001
A.Md
31. | SUHARTANTO, S.H. M.H. 196412081989031003
Pengadilan Tinggi Denpasar
[ GEDE KARTIKA
32. ARYASA, S.T 19760421200904 1002
33. ll\ﬂ[GGUL AHMADI, SH., 106003111986121001
Pengadilan Tinggi Mataram
34. | SATRIA BUANA, A.Md 198403272011011011




YOHANES PRIYANA, SH.,

35. MH 196303081988031007
Pengadilan Tinggi Kupang
FEBY MARIANE
36. MALELAK, S.Kom 198402202009042006
JHON HALASAN BUTAR
37. BUTAR, SH., M.Si., MH. 196011211986121001
Pengadilan Tinggi Pontianak
38. | ST NINA MAULIA, S.T. 198611192009122005
WAHYU PRASETYO
39. WIBOWO, SH.MH 196305311988031003
BANGGA CHRYSTO Pengadilan Tinggi
40. | TARIGAN, A.Md 199604272019031001 Palangkaraya
41. | YULI HARYANTO -
42, |ABDUL HALIM AMRAN, 196212091988031001
SH., MH . o
Pengadilan Tinggi
Banjarmasin
MUHAMMAD
43. ANDRIANSYAH, ST., SH. 198212242009121004
44. | H. ZAENI, SH., MH. 196012161986121002
Pengadilan Tinggi Samarinda
45. | SLAMET WALUYO, SE 198108182011011012
Dr. JAMALUDDIN
46. SAMOSIR, SH., MH. 196106151988031004
Pengadilan Tinggi Manado
47. | RONALD YAU, ST 198505022009121003
48. | TITUS TANDI, S.H.,M.H. 196202021987031008
Pengadilan Tinggi Palu
49. | RAHIMAT SAFRINDOMUL, | 198410302009121004
50. | HARINI, SH.,MH 196012261986122001
Pengadilan Tinggi Makassar
INGGOU DAVID PURBA,
51. S.Kom., S.H., M.H. 198807072015031002
52. | SAPAWI, SH., MH. 195707211988031001
Pengadilan Tinggi Kendari
53. | AKBAR, S.H. 198706132012121002




SIGIT HARYANTO, SH.,

54. MH 195901291986121001
Pengadilan Tinggi Gorontalo
g5, | Al AU RAZRIL, 196903302006041002
S.Kom
BUDHY HERTANTIYO,
56. S.H., M.H. 196302061986121001
Pengadilan Tinggi Ambon
57. | YUNUS, S.KOM 198105032009121004
S8. gISIﬁARg? I;EINRJIYH 195705241986031002
T ) Pengadilan Tinggi Maluku
Utara
DICKY WAHYU
59. RAMADANI, A.Md. 198904152019031004
SRIYATMO JOKO
60. SUNGKOWO, SH. 196107051987021001
Pengadilan Tinggi Jayapura
61. HUEBENGLEIN SsLiiakl 198209262009121003

A.Md.
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